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Femprov Diminta Srkapi $,FIF BPK

PADANG, HALUAN - Badan Pemeriksa
Keuangan (BPI9 Sumbar masih menunggu
tindak liniut Pemprov Sumbar atasrekomendasi
terkait dugaan penyimpangan 

^ngg^r^n.-pe'r'angafl rt Covid-19 sebesar-Rp4,9 mrhar'
Rekbmendasi berupa pengembalian L ang ke kas

daerah serta sanksi bagr peiabat terkait harus

dieksekusi p dtnglama 28 Febtuait 2021' .

Keoala'BPI{ Wilavah Sumbar Yusnadewi
menuetutkan, berdasarkan Laporan Hasrl- Pe-

muiksaan (If{P) BPKtahun 2020, ditemukan aANYa

oencselembun g.an 
^nc{garrlunn* 

pembe\an ha n d
'so oiF"iupadaBa&n Periligguhgrn Bencana Daerah

fgpBDl Sumbar seniiai Rp4,9 miliar.' 
Tcmuan tersebut, uiarnya, berawal dari

kecurigaan tim audit BPK atas transasksi tunai
sebesai Rp49 miliaryang dilakukan ole! BPBD
Sumbar. Hal ini l^fltaran transaksi tunai sangat
rentan terhadap tindak penyelewengan. Terleliht
Pemprov Sumbar semestinya sudah memiliki
sistcm pembayaran nonrunai.

"sehanrsnya seluruh transaksi di-Pemprov
Sumbarsudah hontturar. Lahl tiba-tiba ada transaksi

tunai sebesar Rp49 miliar. N{akanya kami curiga.
Akhiln-va, s e telih chp eriksa, ditemukan pemahalan
harga pembeLan hand sanitizer sebesarRp4,g miliar;'
utainya saat Media Whork:hop Hasil Pcmeriksaan
BPKSumbar Semester I | 2020,IQmis (25 /2).

Atas temuan teisebut, BPI{ memberikan
rekomendasi bertpa pengembalian uang sebesar

Rp4,9 miliar ke kai daerfi dan pembenan sanksi

kepada pejabat terkait pada 29 Desemb er 2020 lafu:
g&dasai:lsn peraturan pemndang-undangan, instansi

terkait mesti^menindaklaniuti hasil temrran tersebut
selambat-lambatnya 60rhari sef ak lapofan diterima.

Menindaklaniuti rekomendasi itu, k-ata

Yusnadewi, BPBD'sumbar sudah mengembalikan
kelebihan anggaran tersebut sebesar RplJ miliat
"Jadi masih teisisa sekitar Rp3,8 miliar' Memang,
s"".uru 

^frrran, 
ins tansi bersangkutan tidak h aru s

lanqsung melunasi. Biarpun begrru, kami tetap
ber"harao- seluruhnva beriumlah Rp4,9 miliar iru
dikem bilikan sebelum 29' Febr uari," katan ya lagi.

I{endati demikian, ia memastikan bahwa kasus

ini ndak hanya akan berakhir s?mpai kelebihan
anssarantersebut dikembalikan ke kas daetah. Ia
*Jtiy"U"*nt, pihaknya telah mengirimkan lzpotan
ke BPK r,rrruk mela.kukan penyelidikax lebih laniut.

Ia juga mengatakan, temuan ini masih harus
didalami, katena menurutnya potensl-potensl
nenvelewengan lainnva masih te$ukalebar.'Ini kan
fnnl auri hisil pemeriksaan intern saia' Untuk
pemerilsaan lebih laniut nanti akan kami dalami
Lap,r.an Keu'ansan Pemerintah Daerah (I-KPD).
Biia iadi akan ada temuan-temuan latnny4' ulanya.

Di samping itu, ia udali menampik bahwa kasus

/t?t ,e lLand slniti<enni bisa berulungpada tindak
pio-.,.r. [a melihat adaindikasi-urdikasikea rah sana.

Hanya sal4hol,ini tentu mestidiundaklanluti d*Y
pemerik.saan investigasi oleh Aparat Pene'
Hukum (APLI),"Keri:na tentu ApH yanr
benvenang un*r. i*;' t'*i"y;.' iii e#; r/


